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ABSTRAK 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu cara memenuhi 

kebutuhannya, manusia melakukan jual beli. Hal-hal yang dapat diperjualbelikan 

berupa barang dan jasa. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan mobilitas, manusia 

memerlukan penyedia jasa angkutan. Angkutan yang paling banyak digunakan 

oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang adalah bis umum. Bis umum menjadi 

transportasi utama karena tidak adanya jenis transportasi lain seperti kereta yang 

melayani rute dari Unit 2 menuju Bandar Lampung. Alasan lainnya yaitu karena 

ketersediaan bis umum yang banyak dan tarifnya terjangkau. Besarnya kebutuhan 

masyarakat terkadang membuat posisi masyarakat sebagai pelaku ekonomi lebih 

lemah dari pelaku lain. Pelanggaran terhadap perlindungan konsumen terkait tarif, 

tiket, serta keamanan, keselamatan dan kenyamanan masih terjadi hingga hari ini. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya mekanisme perlindungan konsumen 

bagi penumpang bis. Masalah-masalah tersebut perlu dikaji lebih lanjut 

menggunakan perspektif yuridis normatif. 

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi adalah 

penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini objek yang menjadi 

konsentrasi penyusun adalah Bis AKDP Non Ekonomi yang melayani rute Unit 2-

Bandar Lampung. Pelaksanaan teknik observasi dilakukan dengan mengamati 

objek dan melakukan pencatatan semua data yang diperlukan. Teknik wawancara 

dilakukan dengan mewawancarai penumpang dan supir bis. Data-data yang 

terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa terdapat 

beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran-

pelanggaran tersebut terkait hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan 

dalam mengkonsumsi barang/jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk 

dilayani secara benar, hak untuk memilih barang/jasa sesuai nilai tukar dan 

kondisi yang dijanjikan, serta hak-hak penumpang yang terdapat dalam UU 

Nomor 22 Tahun 2009. Hak-hak yang dimaksud adalah hak atas keamanan, 

kenyamanan, keselamatan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan. 

Pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan, kesempatan 

dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen. Perbuatan pelaku usaha 

tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, kecuali terkait tiket dan 

pengoperan penumpang yang dapat dibenarkan karena terdapat unsur kerelaan 

serta demi mencegah timbulnya kerusakan/kerugian lain. 

 

Kata kunci: Penumpang, Pelaku Usaha, Bis Umum, AKAP, 

Perlindungan Konsumen 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ة

 Tā' T Te د

 Śā' Ś es titik atas ث

 Jim J Je ج

 Hā' H{ ha titik di bawah ح

 Khā' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź zet titik di atas ذ

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es ش

 Syīn Sy es dan ye ش

 Şād Ş es titik di bawah ص

 Dād D} de titik di  bawah ض

 Tā' Ţ te titik di bawah ط

 Zā' Z{ zet titik di bawah ظ
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 Ayn …„… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em و

ٌ Nūn N En 

 Waw W We و

ِ Hā' H Ha 

 Hamzah …‟… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis  muta„aqqidīn  يتعبقدّيٍ

 ditulis  „iddah  عدّح

III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah  هجخ

 ditulis  jizyah  جسيخ

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh َعًخ الله

 ditulis   zakātul-fitri زكبح انفطر
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IV. Vokal pendek 

__  َ __ (fathah) ditulis a contoh    ة ر   ditulis   daraba    ض 

____(kasrah) ditulis i contoh    ف هِى    ditulis   fahima 

__  َ __(dammah) ditulis u contoh   ِكُتت    ditulis   kutiba 

V. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah  جبههيخ

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   yas'ā  يسعي

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd  يجيد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 {ditulis   furūd  فروض

VI. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum  ثيُكى

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قىل

VII. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis   a'antum  ااَتى

 ditulis   u'iddat  اعدد

 ditulis   la'in syakartum نئٍ شكرتى

VIII. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān  انقراٌ

 ditulis   al-Qiyās  انقيبش

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.  

 ditulis   al-syams  انشًص

 'ditulis   al-samā  انسًبء
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IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri 

bukan huruf awak kata sandangnya.  

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 {ditulis   z|awi al-furūd ذوي انفروض

 ditulis   ahl al-sunnah  اهم انسُخ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahkluk sosial yang masih membutuhkan bantuan orang lain 

demi memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun 

tersier. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan alat pemuas 

kebutuhan yaitu instrumen yang dapat membantu manusia dalam mendapatkan 

kebutuhannya. Alat pemuas kebutuhan dapat berbentuk barang atau jasa. Barang 

dan jasa selain menjadi suatu instumen pemenuhan kebutuhan juga sekaligus 

menjadi objek perdagangan/transaksi antara dua pihak. Hal ini dipengaruhi oleh 

kemajuan jaman dimana semakin maju jaman maka semakin banyak jenis produk 

yang dapat diperdagangkan. Barang adalah sesuatu yang berwujud, bisa diraba, 

dilihat dan ditimbang seperti meja, peralatan dapur, mobil,  motor, dan lain lain. 

Sedangkan jasa adalah  alat pemuas kebutuhan yang tidak bisa diraba, dilihat dan 

ditimbang tetapi  bisa dirasakan. Jasa yang diberikan berupa pelayanan seperti 

jasa asuransi, jasa tukang rambut, jasa transportasi, bimbingan belajar, dan jenis 

jasa lain.
1
  

                                                           
1
“7 Macam Alat Pemuas Kebutuhan Manusia, https://dosenekonomi.com/ 

ilmu-ekonomi/ ekonomi-mikro/ alat-pemuas-kebutuhan, akses 12 Oktober 2018. 
 

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/alat-pemuas-kebutuhan
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/alat-pemuas-kebutuhan
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Dalam Islam setiap orang diberikan kebebasan untuk bertransaksi satu 

sama lain demi memenuhi kebutuhannya, hal ini sesuai dengan prinsip yang telah 

disepakati oleh jumhur ulama yakni: 

الأصم في انًعايلات انحم حتي يقىو اندنيم ءني تحريًه
2

 

Dari prinsip ini dapat kita ketahui bahwa selain setiap manusia diberikan 

kebebasan dalam melakukan transaksi/ perjanjian termasuk dalam hal 

mengembangkan model transaksi dan produk-produk dari akad, manusia juga 

diberi sebuah batasan yang telah ditetapkan oleh syara’. Setiap orang yang 

bertransaksi tidak boleh berbuat dzalim kepada orang lain dan menimbulkan 

kerugian-kerugian pada pihak lain akibat tindakan yang diperbuatnya.  

 Firman Allah: 

ولا تأكْهىْا ايىانكىْ بيُكىْ بانباطم وتدنىا بها انى انهحكاو نتأكهىا فريقا يٍّ ايىال 

انُاّس ب لاثى واَتى تعهًىٌ 
3

 

Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara 

bathil. Makna bathil disini adalah jalan yang haram menurut syara’ seperti 

mencuri, mengurangi takaran, mengintimidasi atau menyuap hakim agar bisa 

                                                           
2
 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 

hlm. 11. 
 

3
 Al- Baqarah (2): 188.  
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mendapat harta yang sebenarnya.
4
 Pada prinsipnya sesuai ayat di atas, pelaku 

usaha hendaklah menghindari cara bathil untuk memperoleh keuntungan karena 

dapat menimbulkan kerugian pada orang lain dan sesungguhnya kita akan 

mempertanggung jawabkan setiap harta yang kita peroleh di muka bumi ini. Dari 

ayat tersebut secara implisit pelaku usaha memiliki suatu etik dalam 

memperdagangkan barang atau jasanya kepada konsumen agar tidak 

menimbulkan kerugian pada konsumen. 

 Jasa Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung 

pembangunan, pengembangan, dan pertumbuhan ekonomi serta integrasi nasional. 

Pertumbuhan  ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya 

pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam pengembangan ekonomi ada beberapa, seperti untuk meningkatkan 

pendapatan nasional, memperlancar jalannya usaha, meningkatkan jenis dan 

jumlah barang jadi dan jasa yang dapat di hasilkan untuk konsumen, industri serta 

pemerintah.
5
 Transportasi dapat diartikan sebagai perpindahan barang/orang dari 

satu tempat ke tempat lain dengan sebuah alat yang digerakan oleh mesin, 

manusia maupun hewan.  

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi 

nasional yang diciptakan guna mendukung pembangunan dan pemerataan 

ekonomi. Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu 

                                                           
4
 Imam Jalaluddin Al- Mahalli dan Imam Jalaluddin Al- Suyuthi, Tafsir Jalalain Jilid 1, 

diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 100. 
 
5
 Abbas Salim, Manajemen Transportasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 6. 
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lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud angkutan adalah perpindahan orang 

dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan 

di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) 

dibagi atas dua macam yakni kendaraan bermotor dan tidak bermotor, lebih 

spesifik kendaraan bermotor terbagi atas kendaraan bermotor pribadi dan 

kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan 

yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, 

yang dalam hal ini termasuk bis penumpang.
6
 

Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) adalah setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.
7
 Pada UULLAJ istilah konsumen sering diganti 

menjadi penumpang atau pemakai jasa. Konsumen atau penumpang seringkali 

menjadi objek bisnis dari pelaku usaha, dimana konsumen seolah-olah menjadi 

satu satunya pihak yang sangat membutuhkan bantuan dari pelaku usaha untuk 

memenuhi kebutuhannya sehingga pada akhirnya berada pada posisi tawar 

menawar yang rendah. Adanya ketidakseimbangan ini bisa disebabkan karena tiga 

hal, Pertama karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, 

                                                           
6
 Pasal 1 angka 10. 

 
7
 Pasal 1 angka 2. 
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Kedua karena rendahnya tingkat pendidikan konsumen, Ketiga karena penguasaan 

teknologi dan informasi oleh pelaku usaha.
8
  

Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibu Kota Menggala berada sekitar 130 

Kilometer dari Ibu Kota Provinsi Lampung. Pembangunan yang ada di Unit 2 

tidak secepat Kabupaten lain disekitarnya. Sarana rekreasi yang kurang memadai, 

tidak adanya swalayan, dan keadaan pasar induk yang sedikit. Pasar terbesar, 

teramai dan terkenal yang ada di Tulang Bawang adalah Pasar Unit 2. Produk 

yang dijual di pasar ini kebanyakan didapat dari pasar-pasar besar yang ada di 

Kota Bandar Lampung seperti Pasar Tengah. Dalam memenuhi beberapa 

kebutuhan terkadang masyarakat harus menuju Kota Bandar Lampung dengan 

waktu tempuh perjalanan 3 sampai 4 jam melalui jalur darat. Kebutuhan tersebut 

tidak hanya kebutuhan akan keperluan sehari-hari, melainkan juga kebutuhan 

akan rekreasi dan kebutuhan akan pendidikan.  

Moda transportasi umum yang melayani rute perjalanan dari Unit 2 

menuju Bandar Lampung pada jalur darat satu-satunya adalah bis Umum. Jenis 

bis yang melayani rute ini digolongkan sebagai bis Antar Kota Dalam Provinsi 

(AKDP) dengan dua jenis bis yakni ekonomi dan non ekonomi. Dari kedua jenis 

pelayanan tersebut, bis AKDP non ekonomi merupakan yang paling banyak 

beroperasi dan digunakan oleh masyarakat. Perbedaan antara bis AKDP non 

ekonomi dengan ekonomi adalah tersedianya air conditioner. 

                                                           
8
 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur 

Hukum dan Kultur Hukum dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 37-38. 
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Alasan masyarakat masih mengandalkan bis tersebut sebagai moda 

transportasi utama menuju kota Bandar Lampung adalah dikarenakan belum ada 

moda transportasi darat lain seperti kereta yang melayani rute dari Tulang Bawang 

menuju Bandar Lampung. Selain itu, alasan masyarakat memilih bis umum 

sebagai transportasi utama dikarenakan biaya yang terjangkau dan 

ketersediaannya selalu ada disetiap waktu. 

Terdapat tiga cara agar masyarakat dapat menaiki bis umum, yakni: 

melalui terminal, PO atau menunggunya di pinggir jalan raya. Dari tiga cara 

tersebut, masyarakat lebih banyak menggunakan jasa PO atau menunggu bis di 

pinggir jalan. Hal ini dikarenakan terminal induk yang kurang memadai dari segi 

fasilitas dan letaknya yang kurang strategis. Masyarakat yang menaiki bis umum 

dari PO harus membeli tiket terlebih dahulu pada agen sedangkan masyarakat 

yang menaiki bis umum dengan menunggunya di pinggir jalan tidak perlu 

membeli tiket pada agen dan dapat langsung naik ke dalam bis yang berhenti 

menghampirinya. Masyarakat dari daerah yang akan menuju Bandar Lampung 

biasanya menaiki angkutan desa atau kendaraan pribadi dari desanya menuju Unit 

2 lalu menaiki bis umum dari Unit 2 menuju Terminal Rajabasa di Bandar 

Lampung. Bagi masyarakat yang berada di sekitar jalan lintas, biasa menunggu 

bis di tempat-tempat khusus yang sering dijadikan sebagai tempat pemberhentian 

bis-bis sepanjang jalan lintas. 

Kebutuhan masyarakat akan angkutan umum perlu diimbangi dengan 

mutu pelayanan yang diberikan. Dalam UUPK sendiri telah dibahas secara rinci 

pada pasal 4 terkait hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, 
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lebih lanjut dalam UULLAJ Pasal 141 diatur mengenai standar pelayanan yang 

harus dipenuhi oleh angkutan demi terlaksananya transportasi yang aman, nyaman 

dan tertib yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan 

dan keteraturan. Pada prakteknya masih banyak permasalahan yang diderita oleh 

penumpang seperti muatan bis yang berlebih, pengemudi yang memacu kendaraan 

dengan kecepatan tinggi, praktik pengoperan penumpang yang tidak berdasar 

serta tidak adanya tiket penumpang. 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

terkait pelayanan Bis AKDP dengan jenis pelayanan non ekonomi yang melayani 

rute Unit 2-Bandar Lampung dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Normatif 

terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Penumpang bis Jurusan Unit 2-Bandar 

Lampung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum pelayanan penumpang bis jurusan Unit 

2-Bandar Lampung oleh pelaku usaha? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya hak-hak 

konsumen oleh pelaku usaha? 

3. Bagaimana pandangan hukum pengangkutan dan hukum perlindungan 

konsumen terhadap pelayanan bis jurusan Unit 2-Bandar Lampung? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian 

ini yaitu: 

a. Mengetahui bagaimana gambaran pelayanan yang diberikan pelaku 

usaha kepada penumpang bis jurusan Unit 2-Bandar Lampung 

b. Mengetahui permasalahan-permasalahan konsumen yang muncul 

dalam praktik pelayanan jasa transportasi. 

c. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melanggar 

hak-hak konsumen dan tidak memperhatikan standar pelayanan. 

d. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif 

dalam melihat permasalahan-permasalahan konsumen yang muncul 

dalam praktik pelayanan jasa transportasi pada bis jurusan Unit 

2-Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian dapat memperkaya referensi dan literature terkait 

dengan kajian mengenai perlindungan konsumen dan hukum 

pengangkutan orang bagi penumpang bis. 

b. Hasil penelitian dapat menjadi sumber rujukan dan informasi bagi 

penelitian selanjutnya pada bidang perlindungan konsumen dan hukum 

pengangkutan orang bagi penumpang bis. 

c. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi penumpang bis dan pelaku 

usaha agar memahami hak dan kewajibannya masing-masing serta Dinas 
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Perhubungan Provinsi Lampung terkait pelayanan yang dilakukan oleh 

pengusaha bis. 

D. Telaah Pustaka 

Agar penelitian lebih komprehensif maka penyusun melakukan telaah pustaka 

terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. 

Karya-karya ilmiah yang telah penyusun telaah diantaranya ialah: 

Pertama, skripsi dari Famihatul Ilyah dengan judul “ Perlindungan 

Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus bis TransJogja, 

Yogyakarta)” yang fokus meneliti tentang permasalahan pemenuhan hak-hak 

konsumen oleh penyedia Trans Jogja dan upaya yang dapat ditempuh konsumen 

apabila menemukan pelanggaran terhadap hak-haknya seperti yang tercantum 

dalam Pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1999 terutama terkait hak atas 

kenyamanan,keamanan dan keselamatan. Penelitian tersebut memiliki perbedaan 

dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dari segi objek dan 

masalah yang akan diteliti.
9
 

Kedua, jurnal yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa 

Angkutan Umum bis dalam Pengangkutan Orang Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada PO di 

Cirebon)” oleh Hasbi Muhammad. Penelitian yang dilakukan Hasbi guna 

                                                           
9
 Fahimatul Ilyah, “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya 

(Studi Kasus bis TransJogja,Yogyakarta),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2014). 
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mengetahui perlindungan hukum apa saja yang didapat konsumen sesuai UUPK 

dan UULLAJ serta tanggung jawab perusahaan bis apabila terjadi kerugian yang 

diderita konsumen. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun 

berada pada tinjauan normatif, masalah yang diteliti serta tempat penelitian.
10

 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Haris Syukuri dengan judul 

“ Perlindungan Konsumen Penumpang Jasa Angkutan Umum Menurut UU No.8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di PO. Safari Dharma 

Raya Agen Janti, Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas masalah terkait pelayanan 

yang diberikan oleh PO. Safari Dharma Duta kepada konsumennya apakah sudah 

memenuhi hak-hak konsumen ataukah sebaliknya. Masalah yang sering terjadi 

pada konsumen PO. Safari Dharma Raya adalah keterlambatan bis, mogoknya bis 

dan tidak adanya informasi yang diterima konsumen sehingga menyebabkan 

kerugian immateril. Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi tempat dan 

tinjauan normatif yang akan dilakukan penyusun.
11

 

Keempat, skripsi oleh Ginanjar Hutomo Bangun yang berjudul 

“ Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutam 

Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes”. Peneliti dalam karyanya meninjau 

permasalahan konsumen angkutan umum dengan pendekatan yuridis sosiologis 

                                                           
10

 Hasbi Muhammad, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum bis 
dalam Pengangkutan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Studi Pada PO.di Cirebon),” Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5 No: 2 (2016). 

 
11

 Muhammad Haris Syukuri ,“Perlindungan Konsumen Penumpang Jasa Angkutan 
Umum Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Po.Safari 
Dharma Raya Agen Janti,Yogyakarta),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2017). 
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dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha 

angkutan umum mengangkut penumpang melebihi kapasitas bis. Penelitian ini 

memiliki perbedaan dari segi tinjauan, tempat penelitian serta permasalahan yang 

akan diteliti penyusun
12

  

Kelima, jurnal karya Ni Ketut Santi Sekarini dan I Ketut Sudjana dengan 

judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita 

Ditinjau dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dalam karyanya, 

peneliti menggunakan menggunakan UUPK, UULLAJ serta Peraturan Gubernur 

Bali yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Trans Sarbagita. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun terdapat pada 

segi tinjauan normatif, permasalahan yang diteliti serta tempat penelitian yang 

tentu saja akan berpengaruh pada hasil.
13

 

Menurut hasil penelusuran beberapa karya ilmiah di atas, belum ada suatu 

karya yang membahas secara komprehensif terkait permasalahan perlindungan 

konsumen bis antar kota jurusan Unit 2-Bandar Lampung terkait pemenuhan 

hak-hak konsumen dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam sekaligus. 
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 Ginanjar Hutomo Bangun, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum 
(Studi Pada Angkutam Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes,” Skripsi Universitas Negeri Semarang 
(2012). 

 
13

 Ni Ketut Santi Sekarini dan I Ketut Sudjana, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa 
Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Jurnal 
Kertha Semaya, Vol. 05 No: 02 (April 2017). 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Hukum Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya baik barang dan/atau jasa dari 

hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.
14

 Sedangkan dalam 

undang-undang, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.
15

 Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan bahwa hukum 

perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang 

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan 

dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam 

kehidupan bermasyarakat.
16

 

Perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia diatur dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-undang ini merupakan perwujudan dari kepastian hukum terhadap 

konsumen pemakai suatu barang dan/atau jasa. Dalam Undang-undang ini 

dijelaskan juga asas-asas yang menjadi pikiran dasar yang bersifat umum dan 

dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum positif  terkait perlindungan 

konsumen. Asas-asas tersebut yakni; asas manfaat, asas keadilan,  asas 

                                                           
14

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21. 
  
15

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 
1. 

 
16

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 23-24. 
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keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian 

hukum.
17

 

Dalam Perlindungan Konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum, 

yaitu teori perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan 

dengan menerapkan sanksi atas pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum 

preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

suatu sengketa. Undang-undang perlindungan konsumen sendiri telah mencakup 

semua aspek dalam perlindungan hukum bagi konsumen. Tujuan dari dibentuknya 

Undang-undang ini adalah agar konsumen tidak berada pada posisi tawar 

menawar yang lemah, dapat menuntut tanggung jawab pelaku usaha karena 

kerugian yang diderita akibat ulah pelaku usaha serta agar pelaku usaha beriktikad 

baik 

Dalam Islam, kajian tentang perlindungan konsumen secara eksplisit dapat 

kita temui dari sejarah perjalanan Nabi yang diceritakan dalam Al- Qur‟an. Secara 

historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam dimulai pada saat 

Muhammad membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Kejujuran, 

keadilan dan integritas Rasulullah ketika memperdagangkan barang Khadijah 

dijadikan sebagai prinsip yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka 

melindungi konsumen. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al- Qur‟an 

adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi, hal ini 

seperti dalam Firman Allah: 
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 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2. 
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ٌ نىّ تفعهىا فأذَىا بحربٍ يٍّ الله ورسىنهفإ
صهى 

وإٌ تبتى فهكى رءوس أيى نكى لا  

تتظهًىٌ ولا تظهًىٌ
18

 

Sepintas ayat ini berbicara tentang riba, tetapi secara implisit dalam konteks 

perdagangan mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Pada akhir ayat 

disebutkan agar kita tidak menganiaya dan tidak pula dianiyaya (tidak mendzalimi 

dan tidak pula didzalimi). Hal tersebut berarti antara pelaku usaha dan konsumen 

dilarang untuk saling mendzalimi termasuk didalamnya hak-hak konsumen 

maupun pelaku usaha. 
19

 

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan 

nilai-nilai dan etika bisnis atau yang sering disebut sebagai asas. Asas-asas ini 

merupakan pondasi dari kegiatan bisnis yang memperhatikan perlindungan 

terhadap konsumen, asas-asas tersebut yakni: persatuan, keseimbangan, kehendak 

bebas, tanggung jawab dan kebenaran.  

a. Persatuan (Unity)  

Asas ini berkaitan dengan konsep tauhid dimana Allah sebagai Tuhan 

Yang Maha Esa telah menetapkan batasan-batasan terhadap perilaku 

manusia agar tidak mengorbankan hak individu lain dan sebisa mungkin 

mendahulukan manfaat. 

 

                                                           
18

  Al- Baqarah (2): 279  
 
19

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 
40-42. 
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b. Keseimbangan (Equilibrium) 

Dalam suatu kegiatan bisnis, seorang pelaku usaha harus berbuat adil 

tak terkecuali pihak yang tidak disukainya. Pengertian adil dalam islam 

adalah mengakomodir dan menempatkan hak orang lain, hak alam semesta, 

dan hak Allah sesuai aturan syariah. Perilaku mendzalimi harus dijauhi 

oleh pelaku usaha agar tidak menciptakan madhoraat dan maftsadaat.
20

 

c. Kehendak Bebas (Free Will) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika berbisnis yang 

Islami. Kebebasan tersebut disyaratkan tidak merugikan kepentingan 

kolektif meskipun kepentingan individu dibuka lebar. 

d. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus mampu 

bertanggung jawab akibat kesalahan yang diperbuatnya demi terciptanya 

keadilan. 

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran 

Kejujuran dibutuhkan oleh pelaku usaha demi terjaganya kepercayaan 

konsumen. Sedangkan kebajikan yang dimaksud dalam prinsip ini adalah 

iktikad baik dari pelaku usaha untuk berbuat benar baik dalam melakukan 

akad maupun menetapkan keuntungan.
21

  

 

                                                           
20

 Faisal Badroen, Suhendra, Muhammad Arief Mufraeni dan Ahmad D. Bashori, Etika 
Bisnis dalam Islam, cet. ke-5  (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 89-94. 

 
21

 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha, 
cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 45-46. 
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2. Hukum Pengangkutan  

Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh 

badan-badan resmi sehingga bersifat mengikat bagi semua orang dan apabila 

dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya.
22

 Pengangkutan berasal 

dari kata „angkut‟ yang berarti bawa dengan demikian pengangkutan diartikan 

sebagai pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan 

pengiriman orang yang diangkut.
23

 Dengan demikian hukum pengangkutan 

adalah keseluruhan norma yang mengatur hubungan hukum dan akibat hukum 

dari segala kegiatan pemindahan penumpang/barang dari satu tempat ketempat 

lain antara pihak pengangkut yang dalam hal ini berkewajiban menyelenggarakan 

pengangkutan orang atau barang ke suatu tempat, dengan penumpang atau pihak 

pengirim yang dalam hal ini berkewajiban membayar sejumlah uang atas 

pengangkutan yang dilakukan.   

Pengangkutan berdasarkan aspek geografis dibagi menjadi tiga yakni 

pengangkutan darat, air dan udara. Lebih lanjut menurut objek yang diangkut 

dapat berupa orang maupun barang. Hukum pengangkutan orang menggunakan 

moda transportasi darat diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur segala aktifitas yang ada 

di lalu lintas. Aturan lebih rinci terkait angkutan terdapat pada BAB X Pasal 137 

sampai Pasal 199 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Pada Pasal 161 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

                                                           
22

 Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-1 (Yogyakarta:Teras, 2009), hlm. 22. 
 
23

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, cet. ke-1 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 19. 
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Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai standar minimal pelayanan yang 

harus dipenuhi oleh angkutan umum yakni; keamanan, keselamatan, kenyamanan, 

keterjangkauan, kesetaraan, keteraturan.  

Keamanan yang dimaksud dalam UULLAJ adalah suatu keadaan 

terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan 

melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Sedangkan yang 

dimaksud keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko 

kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan 

dan/atau lingkungan.
24

 Kenyamanan sendiri merupakan suatu kondisi atau 

perasaan nyaman terhadap lingkungan disekitarnya. Keterjangkauan dalam hal ini 

terkait biaya yang harus dibayarkan oleh penumpang. Kemudian kesetaraan 

berkaitan dengan kondisi dimana setiap penumpang memiliki hak yang sama 

dengan lainnya. Standar yang terakhir adalah keteraturan yang berarti setiap 

angkutan umum harus teratur sesuai aturan dalam berlalu lintas pengiriman 

orang/barang.
25

  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penyusun untuk memperoleh data adalah field 

research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung 

untuk memperoleh data di lapangan terkait pelayanan yang dilakukan oleh 

                                                           
24

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 
1. 

 
25

 Aria Zabdi, “Kajian Kenyamanan Fisik pada Terminal Penumpang Stasiun Besar 
Yogyakarta,” Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016), hlm. 23- 29. 
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pengusaha bis terhadap penumpang dan pelanggaran-pelanggaran hak konsumen 

yang dilakukan oleh pengusaha bis. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik dengan menggambarkan, 

menyajikan serta menganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah 

dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu situasi 

atau kejadian.
26

 Penelitian ini akan memuat secara komprehensif latar belakang 

pemikiran, permasalahan yang ingin dipecahkan, metode, pendekatan dan analisis 

yang digunakan.
27

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian yang akan dilakukan penyusun menggunakan sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh dari sumber langsung yang menggunakan suatu 

prosedur dan teknik pengumpulan data seperti interview, observasi dan 

dokumentasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan observasi di 

lapangan serta interview dengan konsumen dan pelaku usaha  lalu 

mendokumentasikan data tersebut dalam bentuk foto, transkrip dan  rekaman 

suara. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang bertujuan untuk 

melengkapi data primer. Dalam penelitian yang akan penyusun lakukan sumber 

                                                           
26

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998) , hlm. 6-7. 
 
27

 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cet. ke-8  (Jakarta:Rajawali Pers,  2003) ,hlm. 
333. 
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data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, internet serta sumber 

lain yang  relevan dengan masalah dan objek yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang akan dipakai oleh penyusun dalam mencari data di lapangan adalah : 

a. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

perilaku, kejadian, dan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ada di 

lapangan lalu mencatat hasil pengamatan tersebut secara sistematis.
28

 Dalam hal 

ini penyusun akan melakukan observasi di tempat pemberhentian bis, terminal 

dan armada bis. 

b. Wawancara 

Penyusun dalam hal ini akan melakukan wawancara dengan penumpang bis 

jurusan Unit 2-Bandar Lampung, pengusaha bis dan Dinas Perhubungan Provinsi 

Lampung.  

c. Dokumentasi 

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari 

dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini 

relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena 

sumber datanya tetap.
29

 

 

 

                                                           
28

 Aunu Rofiq Djaelani,”Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” Majalah 
Ilmu Pawiyatan, Vol.XX (1 maret 2012), hlm. 84-85. 
 

29
 Ibid., hlm. 88. 
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5. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif fokus membahas permasalahan menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan fiqh. 

6. Analisis Data 

Seluruh data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis data 

kualitatif, yaitu mengekplorasi secara detail sejumlah peristiwa yang dipandang 

menarik dan relevan dengan pokok masalah dengan tujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan secara mendalam.
30

 Data-data tersebut di analisis tanpa 

menggunakan perhitungan angka melainkan menggunakan sumber informasi yang 

relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan melalui metode 

berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk 

menilai kejadian yang khusus.
31

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang disajikan 

secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam pemaparannya maka 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

                                                           
30

 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 
86. 

 
31

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Ped. Fak Psikologi UGM, 
1990), hlm. 42. 
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sistematika pembahasan. Pada Bab ini bertujuan untuk menjelaskan arah yang 

akan dicapai dalam penelitian ini.. 

Bab kedua, berisi pemaparan teori-teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang 

dimaksud adalah teori hukum perlindungan konsumen dan hukum pengangkutan 

serta teori-teori pendukung lain. 

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang objek penelitian berupa 

penjabaran tentang gambaran bis, gambaran pelayanan, dan gambaran 

permasalahan penumpang. 

Bab keempat, berisi jawaban dari pokok-pokok permasalahan terkait 

perlindungan konsumen bagi penumpang bis. 

Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, 

berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Proses pengangkutan penumpang dengan bis jurusan Unit 2-Bandar 

Lampung setidaknya terdiri dari tiga tahap, yakni: tahap menaikkan penumpang, 

tahap perjalanan, dan tahap menurunkan penumpang. Permasalahan pelayanan 

yang tedapat pada tahap menaikkan penumpang adalah tidak adanya tiket, tarif 

perjalanan yang berbeda-beda, pemberian informasi yang tidak benar, dan 

pengemudi yang mengemudikan kendaraan ketika menaikkan penumpang. 

Permasalahan pelayanan yang muncul pada tahap perjalanan adalah terkait tidak 

adanya pelayanan prioritas, pemuatan penumpang secara berlebihan, pengoperan 

penumpang, pengemudian kendaraan diatas batas kecepatan yang dibolehkan dan 

pengemudian kendaraan secara ugal-ugalan. Tahap terakhir dalam proses 

pegangkutan adalah tahap penurunan penumpang. Trayek yang digunakan oleh 

bis jurusan Unit2-Bandar Lampung berakhir di Terminal Rajabasa. Pada tahap ini 

jarang ditemui permasalahan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan bis yaitu: faktor ekonomi, 

faktor kebiasaan, faktor kesempatan, dan faktor pengetahuan perlindungan 

konsumen. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya 

pelanggaran-pelanggaran tersebut. Target setoran adalah sebab yang paling 

banyak mempengaruhi dalam faktor ini. Selain disebabkan adanya target setoran 

yang harus dipenuhi, dalam permasalahan perbedaan tarif di PO/Loket dengan 
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naik langsung dari pinggir jalan adalah murni dipengaruhi oleh sebab keinginan 

ekonomi PO/Loket untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan terkait 

permasalahan tiket yang tidak diberikan dipengaruhi oleh faktor kebiasaan. Faktor 

kesempatan juga menjadi faktor pendukung sehingga lahirnya 

pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ketidaktahuan dan keacuhan penumpang 

sering dijadikan kesempatan bagi pengemudi maupun ‘kernet’ untuk melakukan 

pelanggaran. Selain ketiga faktor tersebut, faktor pengetahuan akan perlindungan 

konsumen juga mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Rendahnya 

pengetahuan akan pentingnya perlindungan konsumen oleh pelaku usaha dan 

konsumen membuat mereka tidak kritis menyikapi masalah yang ada. 

Dalam pelayanan bis jurusan Unit 2-Bandar Lampung masih terdapat 

kekurangan yang berakibat pada dilanggarnya hak-hak konsumen. Hak-hak 

konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yaitu: hak atas kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa; hak untuk memilih 

barang/jasa serta mendapatkannya sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang/jasa; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif serta hak-hak yang diatur dalam UULLAJ. Hak-hak 

tersebut adalah kemanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, keteraturan, 

dan kesetaraan. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku usaha terkait 

pelayanan bis jurusan Unit 2-Bandar Lampung tidak dapat dibenarkan, kecuali 

masalah tiket tidak sepenuhnya bertentangan secara hukum Islam, hanya saja 

lebih bijak dan baik apabila tetap diberikan demi mencegah timbulnya mudharaat. 
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Begitu juga terkait masalah pengoperan penumpang yang dilakukan demi 

mencegah kerugian/kerusakan yang lebih besar. 

B. Saran 

Kesimpulan akhir yang dicapai oleh penyusun bukanlah kebenaran yang 

mutlak, akan tetapi masih dibutuhkan banyak lagi pertimbangan, baik dalam 

bidang akademis ataupun praktis. Demi melengkapi penelitian ini, berikut 

saran-saran yang penyusun berikan: 

1. Pelaku Usaha 

 Hendaknya dalam setiap kegiatan pengangkutan, pelaku usaha 

memperhatikan hak-hak yang dimiliki konsumen dan tidak berbuat curang. 

 Hendaknya Perusahaan Bis memberikan edukasi kepada supir mengenai 

kewajibannya di ruang lalu lintas jalan dan hak-hak konsumen yang harus 

dipenuhi olehnya. 

 Hendaknya memenuhi kelengkapan-kelengkapan yang harus ada pada bis 

seperti yang diamanatkan oleh perundang-undangan. 

 Hendaknya perusahaan membuat sistem pengaduan konsumen. 

2. Dinas Perhubungan 

 Hendaknya Dinas Perhubungan terkait bersama unsur lain lebih giat 

menjalankan kewajibannya dalam pengawasan angkutan umum yang 

beroperasi di daerahnya. 
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 Hendaknya pemerintah bersama perusahaan angkutan umum sama-sama 

bekerja dalam pemenuhan standar-standar pelayanan prioritas. 

3. Konsumen 

 Hendaknya konsumen lebih kritis terhadap haknya yang dilanggar dengan 

berani mengadukan keluhannya kepada perusahaan angkutan umum. 
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LAMPIRAN 1 

TERJEMAHAN TEKS ARAB 

Hal Nomor 

Footnote 

Ayat al- Qur’an dan 

Hadits 

Terjemahan 

 

 

2 

 

 

3 

 

QS. Al-Baqarah (2): 

188  

Dan janganlah sebahagian kamu 

memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagian daripada 

harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.  

12 16 QS. Al-Baqarah (2):279 Maka jika kamu tidak mengerjakan 

(meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya 

akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka 

bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.  

33 12 QS. Al-Maidah (5): 8 Hai orang-orang yang beriman hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.  

34 14 QS. Ar-Rahman (55): 

7,8, dan 9 

Dan Allah telah meninggikan langit dan 

Dia meletakkan neraca (keadilan). 

Supaya kamu jangan melampaui batas 

tentang neraca itu. 

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan 

adil dan janganlah kamu mengurangi 

neraca itu. 

40  QS. Al-Baqarah (2): 

275 

Orang-orang yang makan (mengambil) 

riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan 



 

 II 

mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya.  

41 24 Hadits diriwayatkan 

oleh Imam Muslim 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

“Rasulullah S.A.W. melarang jual beli 

dengan cara lemparan batu dan jual beli 

yang ada unsur penipuan” 

 

42  QS. Al-Maidah (5): 1 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (Yang demikian 

itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. 

48 36 Hadits diriwayatkan 

oleh Imam Muslim 

Diriwayatkan dari hakim bin hizam ra, 

dia tekah berkata: dari Nabi saw, bahwa 

beliau telah bersabda: “penjual dan 

pembeli diberi kesempatan berfikir selagi 

mereka jujur serta membuat penjelasan 

mengenai barang yang di jual belikan, 

mereka akan mendapat berkat dalam jual 

beli mereka. Sekiranya mereka menipu 

dan merahasiakan mengenai apa-apa 

yang harus diterangkan tentang barang 

yang dijual belikan maka akan terhapus 

keberkatannya. 

93 6 Hadits diriwayatkan 

oleh Imam Muslim 

Dari Abu Dzar RA dari Rasulullah SAW 

dalam meriwayatkan firman Allah SWT 

yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, 

sesungguhnya Aku telah mengharamkan 

diri-Ku untuk berbuat zhalim dan 

perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan 
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diantara kamu.” 
 

101 19 Hadits diriwayatkan 

oleh Sunan Abu Daud 

Dari Abdullah, Rasulullah SAW 

bersabda, "Jauhilah kebohongan karena 

kebohongan menuntun kepada keburukan 

dan keburukan menuntun kepada neraka. 

Sesungguhnya seseorang itu berbohong 

dan terbiasa dalam kebohongan sehingga 

ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang 

pembohong. Bertutur katalah yang benar 

karena kebenaran menuntun kepada 

kebaikan dan kebaikan menuntun kepada 

surga. Sesungguhnya seseorang itu 

berkata benar dan senantiasa dalam 

kebenaran sehingga dicatat sebagai orang 

yang benar'."  
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LAMPIRAN 2

 



 

 V 

 



 

 VI 

LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4 
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LAMPIRAN 5 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENUMPANG 

1. Siapakah nama Ibu/Bapak? 

2. Kemanakah tujuan perjalanan anda? 

3. Dimanakah anda tinggal? 

4. Apa tujuan perjalanan anda? 

5. Seberapa sering anda naik bis? 

6. Bagaimana cara anda naik bis, melalui loket atau langsung di pinggir jalan? 

7. Apa saja bis yang pernah anda naiki? 

8. Bis apa yang paling sering anda naiki dan menjadi kesukaan anda? 

9. Bagaimana langkah anda naik bis? 

10. Ketika naik bis apakah anda diberi tiket? 

11. Berapa tarif perjalanan anda? 

12. Apakah ada keluhan selama anda naik bis, apa jenis keluhannya dan dilakukan 

oleh armada apa? 

13. Apakah anda pernah berdiri selama perjalanan? 

14. Apakah ketika berdiri anda melihat penyandang disabilitas, wanita, lansia dan 

anak-anak turut berdiri? 

15. Apakah anda pernah menemui supir yang ugal-ugalan? 

16. Bagaimana kondisi bis yang anda naiki? 

17. Apakah anda pernah mengalami kejadian dioper? 

18. Apakah anda selalu memperhatikan stiker KIR sebelum memutuskan naik 

kendaraan? 



 

 X 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGEMUDI 

 

1. Siapakah nama Bapak? 

2. Apa nama perusahaan tempat anda bekerja? 

3. Berapa jumlah armada yang melayani rute Unit 2-Bandar Lampung? 

4. Berapa tarif perjalanan yang harus dibayar penumpang? 

5. Mengapa tarif langsung dan di loket berbeda? 

6. Apa alasan penumpang tidak diberi tiket? 

7. Bagaimana cara penumpang naik bus? 

8. Berapa kapasitas bus dan jumlah kursi? 

9. Jam berapa awal dan akhir operasional bus? 

10. Berapa kali melakukan perjalanan dalam sehari? 

11. Apa sebab-sebab diopernya penumpang? 

12. Bagaimana cara anda mengoper penumpang? 

13. Apa alasan dari supir tetap mengambil penumpang meskipun bus sudah 

penuh? 

14. Apa alasan konsumen diberitahukan bis masih kosong meskipun 

kenyataannya sudah penuh? 

15. Siapa yang melakukan pengujian kendaraan? 

16. Apa syarat anda menjadi supir? 

17. Berapa jumlah kru dalam satu bis? 

18. Apa alasan supir sering mengemudikan kendaraan  padahal penumpang 

belum duduk? 

19. Apa faktor yang menyebabkan supir mengemudikan kendaraan dengan 

kecepatan tinggi? 
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